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BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 8 /DPRD/2007

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEMBRANA

t-J

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI JEMBRANA,

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuvangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah bahwa dalam
hal Pemerintahan Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan
Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
diberikan Tunjangan Perumahan;

bahwa sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana belum
dapat menyediakan rumah Jabatan bagi Pimpinan DPRD dan rumah Dinas
bagi Anggota DPRD Kabupaten Jembrana:

bahwa berdasarkan pertimbangan  huruf a, dan huruf b, dipandang perlu
memberikan tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan dengin
Peraturan Bupati .

Undang — Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Ducrah -
daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah — daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655 ) ;

Undang - tndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Keolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan  T.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) :
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Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ). sebagaimana telah
diubah dengan Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Uindang — Undang Nomor 2 Tuhun 2003
tentang  Perubahan  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintaban Dacrah menjadi Undang-undang ( T.embaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4348 )

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanean Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah {I.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Qtonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan [ embaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 3952 );

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Poigdluiaan
Keuangan Dacrah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 14}, Tombahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor
4578 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomot 24 Tahun 2604 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvar Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Meguara Republik Indonesia Nomor 4416). schagaimana telah
dinhah denpan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 37 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2005 Nomoer 94,
Farmbahan feniburan Negara Republik Indonesia Nomor 45:10)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Manual
Adnrinistrasi Barang Daerah.

Peraturan Dacrah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah  (embaran Daerab Kubupaten
Jembrana Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Dacrali Nabupaten
Jembrana Nomor 3) :

Peraturan Dacrah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 20006 tentang
Pembentukan Susunar Organisasi dan Tata Kerja  Peranghat Dacrah
Kabupaten Jembrana (Lembaran Dacrah Kabupaten fembrana Tubun 2000
Nomor 2. Cambuhan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrans Nomor 3 )

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor | Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuwangan Pimpinan dan Angeota Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Jembrana  (embuwran Daceah
Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 2. Tambahan | embharan Pyacrah
Kabupaten femhrana Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Dacrah  Kabopaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Dacrah
ta Dot

Kabupaten Jemibrana Tehun 2005 Nomor 10, Tambahan Damwbann
Kabupaten Jembrana Nomor 6) 5
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12. Peraturan acrah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2007 tentung
Anggaran Pendapatan dan Betanja Dacrah Kabupaten Jembrana fabun
Anggaran 2007 {f.embaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor
! Tambahan 1.cimbaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 ) ¢

13, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2007 tentang Poniibarag
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun
Anggaran 2007 ( Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor
134

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN  BUPAT]I  TENTANG PEMBERIAN  TUNIJIANGAN

PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN  ANGGOTA  DPRD
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Memberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan kepada Ketaw, Para Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD) Kabupaten
Jembrana dengan rincian sebagai berikut :

a. Ketua DPRD scbesar . Rp. 6.000.00t).-

b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp. 5.750.000.-

¢. Anggota DIRD masing-masing sebesar Rp. 5.500.000.-
Pasal 2

Tunjangan Permmahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun
Anggaran 2007 dalam Pos Tunjangan Perumahan Kode  Rekening
1.20.01.00.00.5.1.1.01.16.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 20G7.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguodingan Poeraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara .
2ol : 5 Pebruari 2007

MBRANA.

Diundangkan di Negara

Pada tanggal

6 Pebruari 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
SRKRETARIAT DAFERAH KABUPATEN JEMBRANA

'MADLE SUDIAIA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 8



